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ABSTRAK 

. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah 
badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah 
yang bergerak dalam bidang pemberian nasihat perkawinan, perselisihan, dan juga 
perceraian. Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 
(BP4) dalam hal ini sangatlah penting karena salah satunya dapat meminimalisir 
angka perceraian. Pada tahun 2021, terdapat 19 pasangan yang melakukan 
penyelesaian sengketa di BP4 Kecamatan Gamping dengan total 4 pasangan 
berhasil didamaikan, 15 pasangan tidak berhasil didamaikan dan berakhir di 
Pengadilan Agama. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji 
mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatan Pembinaan 
dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya Penyelesaian Sengketa 
Perkawinan (Studi di BP4 Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta Tahun 
2021)”. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu metode dokumentasi dengan 
mengumpulkan data hasil di BP4 Kecamatan Gamping tahun 2021.  Metode 
wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada beberapa narasumber seperti, 
Kepala dan Staf BP4 Kecamatan Gamping serta beberapa klien yang pernah 
melakukan penyelesaian sengketa rumah tangga di BP4 Kecamatan Gamping. 
Metode selanjutnya adalah metode observasi, yaitu peninjauan dan pencatatan 
yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang akan diteliti. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Badan Penasehatan 
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Gamping pada 
dasarnya adalah sebuah lembaga penasehatan atau bisa juga disebut pembimbing 
keluarga yang memiliki masalah dengan menyelesaikan masalah penyelesaian 
sengketa pasangan suami istri dengan memberikan bimbingan dan memberikan 
solusi terbaik kepada kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam 
menyelesaikan sengketa suami istri tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu 
perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Oleh 
sebab itu, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BP4 di Kecamatan 
Gamping telah menjalankan prosedur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
dengan mengusahakan memberikan solusi yang terbaik dalam memberikan 
penyuluhan pada pelaksanaan penyelesaian sengketa rumah tangga.agar dapat 
segera diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan. Adapun menurut tinjaun 
hukum islam, BP4 Kecamatan Gamping yang memegang erat ajaran Agama Islam 
menjadikan jalan musyawarah dan menggunakan metode tahkim dengan cara 
mendatangkan pihak ketiga (hakam) yang dapat dipercaya untuk mendamaikan 
kedua belah pihak dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan. Pasangan 
suami istri yang akan melakukan penyelesaian sengketa rumah tangga di BP4 
Kecamatan Gamping selalu melakukan musyawarah dengan kedua belah pihak 
keluarga masing-masing untuk menemukan solusi berdasarkan pertimbangan 
kemaslahatan diantara dua pihak. 
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, BP4 Kecamatan Gamping.  
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PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 



 

vi 
 

MOTTO 

 

" Potresti riuscire a nascondere il fuoco, ma non il fumo” -Vincenzo 

Cassano.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 

tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab      Nama   Huruf Latin      Keterangan 

 Alīf Tidak ا
dilambangkan   Tidak di lambangkan 

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 ṡā’ ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jī J Je ج

 Hâ’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh      Ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṣ Es (dengan titik di bawah) ص
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 Dâd ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 Tâ’ ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 Zâ’ ẓ Zet (dengan titik di ظ
bawah) 

 Aīn ‘ Koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

 Ha’ H Ha ه

 Apostrof ‘ ‘ ء

 Ya’ Y Ye ي

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap 

دةَ   Ditulis Muta’addidah مُتعََدِّ

 Ditulis ‘iddah عِدَّة

   

 

C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata 
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1. Bila ta’ marbūtah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 

yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan 

s

e

b

againya. 

2. Bila ta’ marbūtah di ikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka di tulis dengan h 

 ’Ditulis  Karāmah al-auliyā كَرَامَةاُلأْوَْلِیَاء 

3. Bila ta’ marbūtah hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ, dan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis  Zakāt al-fiṭrf زَكَاةاُلْفِطْر

D. Vokal Pendek 

E. Vokal Panjang 

Fatḥaḥ + alif Ditulis Ᾱ 

  Ditulis Jāhiliyyah جَاھِلِیَّة

Fatḥaḥ + ya’ mati Ditulis Ᾱ 

  Ditulis ḥikmah حِكْمَة

  Ditulis Jizyah جِزْیَة

- َ◌  Fatḥaḥ Ditulis A 

- ِ◌  Kasrah Ditulis I 

- ُ◌  ḍammah Ditulis U 
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 Ditulis Tansā تنَْسَى 

Kasrah + ya’ mati Ditulis Ῑ 

 Ditulis Karīm كَرِیْم

Dammah + wawu mati Ditulis Ū 

  Ditulis Furūḍ فرُُوْض

F. Vokal Rangkap  

Fatḥaḥ + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بیَْنَكُمْ 

Fatḥaḥ + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قوَْلَ 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan 

dengan tanda apostrof (‘) 

 Ditulis A’antum أأَنَْتمُ

 Ditulis La’in syakartum لئَِنْ شَكَرْتمُْ 

H. Kata Sandang Alīf + Lām 

1. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān ألَْقرُْآن 

 Ditulis Al-Qiyās آلْقِیَاس

2. Bila kata sandang Alīf + Lām diikuti syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta di hilangkan 

huruf l (el)-nya. 
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 Ditulis as-Samā الَسَّمَاء

 Ditulis as-Syams الَشَّمْس

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis Zawȋ al-furūḍ زَوِى الْفرُُوْض

السُّنَّة أھَْلِ   Ditulis Ahl as-Sunnah 

4. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di 

kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan 

huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital 

untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

ءَانُ شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِى انُْزِلَ فِیْھِ الْقرُْ   

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīhil-Qur’ān. 

5. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur’an, hadis, 

mashab syariat, lafaz. 

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-hijab. 
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3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad 

Syukri Soleh. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

شرور أنفسنا  ن الحمد � نحمده ونستعینھ و نستغفره ونعوذ با� م إن

فلا ھا دي لھ. أشھد  ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلامضل لھ ومن یضلل 

 أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ. (اما بعد) 

 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, 

hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad 

beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang semoga mendapatkan 

syafaatnya di hari akhir nanti.  

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Upaya 

Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Studi di BP4 Kecamatan Gamping Sleman 

Yogyakarta Tahun 2021)” Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh 

gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-

pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkawinan adalah perihal yang penting dalam kehidupan manusia, 

bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Sebab Allah , 

telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Terbentuknya 

keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat 

dalam melangsungkan hidup. Pada dasarnya suatu ikatan keluarga dimulai 

dengan adanya suatu perkawinan yang diharapkan adalah hidup berumah 

tangga yang dibentuk dengan suasana damai tentram, rasa kasih sayang antara 

suami dan istri.  

Agama Islam memberi syari’at bahwa seorang laki-laki dan perempuan 

untuk menikah supaya dapat membentuk rumah tangga yang bahagia. 1 

Keluarga sakinah dalam pandangan Islam berdasarkan pada kalam Allah.= 

ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودة ورحمة  

 2إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah sangat menganjurkan 

kepada manusia untuk mencari pasangannya atau dianjurkan untuk menikah 

dengan tujuan menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang. Dengan 

terwujudnya hal tersebut maka dapat diharapkan keluarga akan menjadi 

 
1 Abdul Kholiq, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif 

Hukum Islam” (Jurnal Bimbingan dan Konseling Pernikahan, Vol.6, No.1, Juni 2015), hlm.91 

2 Ar-Rum: 21 
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harmonis, saling bertanggung jawab dan menjadi keluarga yang sakinag, 

mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan itu tidak semudah membalikkan 

telapak tangan, sebab harus membutuhkan pengorbanan dan kerja sama yang 

baik antara kedua belah pihak, karena kebahagian tercapai jika keduanya 

bekerja sama, peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga keluarga yang 

terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak dengan masing-masing memiliki peranan 

yang sangat besar.3 Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 

Bab 1 Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”4 

Dalam hidup berumah tangga, salah satu kuncinya adalah saling 

memenuhi hak dan menunaikan kewajiban masing-masing. Ketentuan itu 

berlaku untuk kedua pasangan, bukan hanya suami kepada istri, tetapi juga 

sebaliknya yakni istri kepada suami. Saat seseorang memutuskan untuk 

menikah dengan pasangan pilihannya, tentu ia ingin pernikahan yang selalu 

bahagia hingga akhir hayat. Kualitas sebuah pernikahan atau perkawinan 

sangatlah ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan 

nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga, perkawinan sebagai 

suatu peristiwa yang sakral dalam perjalanan hidup kedua individu, banyak 

sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun kadangkala, di 

 
3 Muhammad Shaleh Ridwan, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Cet;1 Alauddin 

University Press Makassar 2012), hlm.5. 

4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
(Jakarta:Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), Bab 1 Pasal 1, hlm.1. 
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tengah perjalanan kandas dan berujung kepada perceraian hal ini disebabkan 

kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh kedua belah pihak.5 

Permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga sangatlah 

beragam. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika salah 

satu dari pihak suami maupun isteri tidak dapat mengendalikan diri pada 

permasalahan yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian. Masalah yang 

timbul jika dapat menemukan solusi dan dimusyawarahkan dengan baik, maka 

masalah tersebut akan menemukan sebuah titik terang. Akan tetapi jika 

sebaliknya, terdapat masalah yang dibiarkan terus-menerus tanpa adanya upaya 

untuk mengatasinya, maka akan mengakibatkan kehancuran bagi rumah tangga 

dan dapat merugikan seluruh anggota keluarga sehingga tujuan dalam 

pernikahan jauh dari kata terpenuhi. Dalam kondisi seperti itu, Islam membuka 

jalan berupa perceraian, yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh 

suami istri bila rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. 

Menurut Mahmoud Hoballah, penyebab utama tidak harmonisnya rumah 

tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara 

adil dan makruf, baik hak dan kewajiban yang bersifat materil maupun hak dan 

kewajiban yang bersifat immaterial, dan masalah kematangan emosional suami 

isteri.6 

 
5  Peraturan Direktur Jendral Bimingan Masyarakat Islam Kemeterian Agama Nomor 

DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah 6 

6 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, 
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.179. 
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Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan dalam hukum 

Islam, namun perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian dapat 

dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua 

belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan 

ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan 

kata lain adanya perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri demi 

kebahagiaan yang dapat diharapkan dengan mengambil jalan perceraian.7 

Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian, terdapat 

proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yaitu dengan mediasi. Proses 

penyelesaian sengketa didasarkan pada Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 35: 

وإن خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من أھلھا إن یریدا 

 8إصلاحا یوفق الله بینھما إن الله كان علیما خبیرا

Ayat tersebut menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang 

dapat membantu kedua belah pihak suami dan istri dalam mencari jalan 

penyelesaian sengketa dalam keluarga. Menurut Christper W. Moore, mediasi 

merupakan suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian masalahnya) oleh 

pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil, dan tidak 

memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi 

 
7 Abdul Manan, Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara 

di Lingkungan Peradilan Agama, Dalam Jurnal Mimbar Hukum al-Hikmah & DITBINBAPERA, 
Jakarta, No.52,Th XII..hlm.7. 

8 An-Nisa’: 35 



5 

 

 

mempercepat para pihak agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari 

masalah yang disengketakan.9 

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

merupakan badan atau lembaga  yang bertugas membantu Departemen Agama 

untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam dan 

ingin bercerai. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

adalah badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari 

pemerintah yang bergerak dalam bidang pemberian nasihat perkawinan, 

perselisihan, dan juga perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar 

terhadap lembaga ini agar mampu mengurangi tingkat angka perceraian.10 

Fungsi serta manfaat dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) di antaranya melakukan bimbingan kepada calon suami istri 

serta sebagai mediator untuk membantu para pasangan suami istri dalam 

menangani masalah yang sedang dihadapi dengan memberikan solusi yang 

tepat. Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

juga sudah lebih proaktif, misalnya dengan menyelenggarakan sarasehan 

tentang perkawinan, bimbingan-bimbingan kepada remaja usia nikah, atau 

kegiatan-kegiatan kumpulan keluarga muda guna memberi pemahaman bahwa 

perkawinan itu sakral, suci dan agamis sehingga harus di rawat baik-baik. 

Selain itu, sebagai upaya menekan kembali angka perceraian, BP4 memberikan 

 
9 Desriza Ratman, Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win 

Solition, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h.133. 

10 Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami 
Istri Menuju Keluarga Sakinah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.89. 
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konsultasi kepada perkawinan yang sudah lama berlangsung dari tingkat pusat 

sampai BP4 ditingkat kecamatan. Dengan demikian, peran BP4 sangatlah 

penting untuk meminimalisir angka perceraian. 

Pada tahun 2021, terdapat 19 pasangan yang melakukan mediasi di BP4 

KUA Kecamatan Gamping. Bentuk kasus-kasus tersebut adalah KDRT, 

Poligami, Selingkuh, dan Ekonomi. Pada kasus KDRT terdapat 10 pasangan 

yang melakukan mediasi, dengan rincian 4 pasangan berhasil didamaikan dan 6 

pasangan berakhir di Pengadilan Agama. Kemudian dalam kasus poligami 

hanya tedapat 1 pasangan yang tidak bisa didamaikan sehingga berakhir di 

Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kasus perselingkuhan dan permasalahan 

ekonomi terdapat 8 pasangan yang melakukan mediasi dan semua tidak 

berhasil untuk didamaikan dan berakhir di Pengadilan Agama. Hasil mediasi 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat total 4 pasangan berhasil didamaikan, 15 

pasangan tidak berhasil didamaikan dan berakhir di Pengadilan Agama. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai “Tinjuan 

Hukum Islam Terhadap Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Perkawinan (Studi di 

BP4 Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta Tahun 2021)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di 

Kecamatan Gamping, Sleman,Yogyakarta ?  

2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran Badan Penasihatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam upaya penyelesaian sengketa 

perkawinan di Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di 

Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta dalam upaya penyelesaian 

sengketa perkawinan. 

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap upaya penyelesaian 

sengketa perkawinan oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

(BP4) di Kecamatan Gamping, Sleman Yogyakarta 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pembaca sebagai sumber 

referensi bahan pengembangan wawasan dan memperkaya ilmu 

pengetahuan. 

2. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat dan pihak terkait 

khususnya BP4 di Kecamatan Gamping dan sebagai bahan evaluasi agar 

tidak mengabaikan konsep terkait pentingnya penyelesaian sengketa dalam 

penyelesaian sengketa perkawinan. 
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3. Sebagai perbandingan pada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian 

yang lebih mendalam pada waktu dan tempat yang berbeda. 

E. Telaah Pustaka  

Telaah Pustaka merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang sudah 

pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan 

dengan pembahasan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hasil penelitian 

tersebut dapat berupa karya ilmiah. Berikut ini adalah hasil telaah pustaka yang 

telah peneliti lakukan dari beberapa karya ilmiah berupa skripsi ataupun jurnal. 

Skripsi yang ditulis oleh Fegy Tri Damayanti dengan judul “Peran 

Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Sleman”. Skripsi Fegi Tri Damayanti menjelaskan tentang adanya mediasi di 

Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Sleman untuk pelaksanaan mediasi 

sudah berjalan baik sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jenis penelitian ini adalah field 

research (studi lapangan) dengan sifat penelitian kualitatif. 11  Adapun 

perbedaan dengan skripsi penulis, yang mana skripsi ini membahas tentang 

peran mediator non-hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Sleman, sedangkan skripsi penulis membahas tentang peran Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam penyelesaian sengketa 

perkawinan di Kecamatan Gamping. 

 
11 Fegi Tri Damayanti, “Peran Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian 

di Pengadilan Agama Sleman”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 
2021 hlm. 10-24 
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Artikel yang ditulis oleh Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, 

dan Adya Paramita Prabandari dengan judul “Perkawinan dan Peranan Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”. Artikel Gandha 

dan kawan-kawan memaparkan tentang salah satu upaya untuk membantu 

mengatasi problem-problem dalam rumah tangga yakni dengan dibentuknya 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan 

metode pendampingan (mediasi) berbentuk penasihatan dan bimbingan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. 12  Berbeda dengan skripsi 

penulis, yang mana artikel ini membahas tentang peranan yang ada di Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4), sedangkan skripsi penulis 

membahas tentang peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) 

dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping. 

 Skripsi yang ditulis oleh Nurjainah dengan judul “Eksistensi Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam 

Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kota Baru Jambi”. Skripsi Nurjainah menjelaskan meningkatnya 

perceraian di KUA Kecamatan Kota Baru Jambi, sehingga dalam upaya 

mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk menurunkan terjadinya 

perselisihan diperlukan adanya BP4 yang memfasilitasi bimbingan tentang 

berkeluarga dan bantuan mediasi. Pendekatan yang digunakan adalah 

 
12  Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, dan Adya Paramita Prabandari,” 

Perkawinan dan Peranan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”, 
Notarius, Vol.13 , No.1, (2020), hlm.372. 
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pendekatan kualitatif-deskriptif eksplanatoris. 13  Adapun perbedaan dengan 

skripsi penulis, yang mana skripsi ini membahas tentang eksistensi Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam 

mempertahankan keutuhan rumah tangga di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Kota Baru Jambi, sedangkan skripsi penulis membahas tentang 

peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam upaya 

penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping. 

Artikel yang ditulis oleh M. Nadris, H.M Sattu Alang, dan Syamsidar 

dengan judul “Peranan Badan Penasihatan Pembinaan, Pelestarian Perkawinan 

Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah”. Artikel M.Nadris dan kawan-kawan 

membahas tentang Peran Penasihat dan Pelestarian Perkawinan Dewan 

Penasehat (BP4) dalam membina keluarga di Desa Tammero’do Utara, 

Kecamatan Sendana Tammero, Kabupaten Manjene dan factor-faktor yang 

dapat mendorong BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah. Upaya yang 

dilakukan oleh KUA BP4 adalah: pendataan keluarga di setiap dusun, 

melakukan kursus pengantin (suscatin) dan kursus pra-pernikahan, membuat 

bekerja hubungan mitra, program pembinaan keluarga sakinah, dan safari 

khutbah program. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

 
13 Nurjainah, “Eksistensi Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kota Baru Jambi”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019 hlm. 5-
25. 
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yaitu pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologis.14 Adapun perbedaan 

dengan skripsi penulis, yang mana artikel ini membahas tentang adanya 

peranan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

dalam meningkatkan keluarga sakinah, sedangkan skripsi penulis membahas 

tentang peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam 

upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping. 

Skripsi ini ditulis oleh Wardatum Miskiyah yang berjudul “ Efektivitas 

Mediasi Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Bantul 2014”. Skripsi 

Wardatum Miskiyah menjelaskan tentang peningkatan perceraian yang ada di 

Pengadilan Agama Bantul dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan 

berbagai macam alasan, seperti karena masalah ekonomi, kekerasan dalam 

rumah tangga ataupun adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Proses 

penyelesaian sengketa pada proses persidangan yakni dengan mediasi. Mediasi 

yang diadakan di Pengadilan Agama Bantul ini kurang efektif. Perkara 

perceraian yang dicabut karena mediasi sangatlah sedikit. Namun pada tahun 

2014 dari perkara yang dicabut karena mediasi ini memiliki jumlah yang 

banyak. Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan mediasi bergeser dari 

dicabutnya perkara, bergeser kepada pokok perkara assesoir yang kemudian 

melakukan beberapa kesepakatan dan berpisah dengan damai. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan 

 
14  M.Nadris Aziz, H.M Sattu Alang, dan Syamsidar, “Peranan Badan Penasehat 

Pembinaan, Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah”, Washiyah, Vol.1, 
No.2, Juni (2020), hlm.413 
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menggunakan pendekatan yuridis.15 Adapun perbedaan dengan skripsi penulis, 

yang mana skripsi ini membahas tentang efektivitas mediasi dalam perceraian 

di Pengadilan Agama Bantul 2014, sedangkan skripsi penulis membahas 

tentang peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) dalam 

upaya penyelesaian sengketa perkawinan di Kecamatan Gamping. 

Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Adi Kirawan yang berjudul 

“Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Antara 

Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”. Skripsi 

Wahyudi Adi Kirawan menjelaskan tentang pelaksanaan mediasi yang 

dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan 

proses mediasi yang berjalan pada umumnya di Pengadilan, karena pada 

dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah 

lembaga penasehatan perkawinan, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung 

No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian lapangan (field research), setelah itu 

dianalisis dengan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. 

16Adapun perbedaan dengan skripsi penulis, yang mana skripsi ini membahas 

tentang analisis pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara 

suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sedangkan 

skripsi penulis membahas tentang peran Badan Penasihatan Pembinaan dan 
 

15 Wardatum Miskiyah, “Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian di Pengadilan Agama 
Bantul 2014, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017 hlm.7-19. 

16  Wahyudi Adi Kirawan, “Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan 
Perselisihan Antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”, Skripsi, 
Universitas Islam Negeri Sunan  Ampel  Surabaya, 2019 hlm.50-75. 
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Pelestarian (BP4) dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan di 

Kecamatan Gamping. 

F. Kerangka Teoritik  

1. Pengertian Perkawinan  

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tecantum dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah 

ikatan lahir dan batin secara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut 

Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 

yang berbunyi “Perkawinan menurut hokum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.   

Menurut Abdul Muhaimin AS, bahwa pernikahan adalah aqadah 

antara calon suami untuk pemenuhan hajat melalui pernikahan yang diatur 

menurut tuntutan agama islam sehingga keduanya diperbolehkan bergaul 

sebaga suami isteri. Sehingga senantiasa selalu merasa damai, tenang dalam 

menikmati hubungan seksnya. Adapun yang dimaksud aqadah adalah ijab 

pihak wali perempuan atau wakil perempuan dan qabul calon suami atau 

wakilnya.17 Sementara menurut Anwar Harsono sebagaimana dikutip oleh 

Sayuti Thalib adalah suatu perjanjian suci yang diucapkan kedua mempelai, 

 
17 Abdul Muhaimin AS. Ad Risalah Nikah Penuntun Perkawinan ( Cet.I; Surabaya Bulan 

Terang, 1993), hlm.9. 
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antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk 

keluarga bahagia dan keluarga sakinah.18 

2. Pengertian Upaya 

Dalam Kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang 

didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.19Sedangkan dibuku 

lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau 

ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari 

jalan keluar. 20 Menurut Tim Penyusunan Departemen Pendidikan 

Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai 

suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. 

Poerwadarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk 

menyampaikan maksud, akal, dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim 

mengatakan upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian 

dari tugas utama yang harus dilaksanakan.21  

3. Teori Peran 

Secara etimologi, peran berarti seseorang yang melakukan tindakan 

yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya 

setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk 
 

18  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Cet.V; Jakarta UI Press, 1986), 
hlm.47. 

19 Muhammad Ngajenan, Kamus Etimologi Bahasa Indonesia, (Semarang: Dahara Prize, 
1990), hlm.177 

20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1988), hlm.995. 

21 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Modern English 
Press, 2005),  hlm.1187.  
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sebagian orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah 

seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat.22 Teori peran membahas tentang istilah “peran” 

yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang actor dalam teater 

harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu 

ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang actor dalam 

teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan 

keduanya memiliki kesamaan posisi.23 

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan 

oleh seorang actor dalam sebuah pentas drama yang dalam konteks social 

peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika 

menduduki suatu posisi dalam struktur social. Peran seorang actor adalah 

Batasan yang dirancang oleh actor lain yang kebetulan sama-sama berada 

dalam satu penampilan/unjuk peran (role performance).24 

Dari paparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran 

adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang 

diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada 

dalam kaitannya dengan orang-orang lain yang berhubungan dengan orang 

atau actor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur social yang di 

 
22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), hlm. 66.  

23 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 
hlm. 215. 

24  Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT. 
Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3. 
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dudukinya. Oleh karena itu, seorang actor berusaha untuk selalu Nampak 

“mumpuni” dan dipersepsi oleh actor lainnya sebagai “tidak menyimpang” 

dari system harapan yang ada dalam masyarakat.25 

Menurut Soekanto, peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) 

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memilki 

macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh 

masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.26 Dalam teorinya Biddle dan 

Thomas, di kutip dari buku Sarlito Wirawan Sarwono, membagi peristilahan 

teori peran dalam empat golongan:27 

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social. 

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. 

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku. 

d. Kaitan antara orang dan perilaku. 

4. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

merupakan badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi 

dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri 

Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-

 
25 Ibid, hlm. 4. 

26 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007), 
hlm. 24. 

27 Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: 1984), hlm.234. 
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satunya badan pencegahan terjadinya perceraian. 28  Sejak BP4 didirikan 

pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri 

Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan 

yang berusaha dibidang penasihatan perkawinan dan pengurangan 

perceraian.  

Fungsi Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No.1 Tahun 

1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya 

tentang perkawinan. Oleh karena itu, fungsi dan peranan BP4 sangat 

diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan. Menurut 

konsideran keputusan komisi A Munas BP4 XII point B disebutkan bahwa 

BP4 adalah sebagai lembaga semi resmi yang membantu KEMENAG 

dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga 

sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihatan mengenai nikah, 

talak, serai, dan rujuk kepada masyarakat yang baik perorangan maupun 

kelompok.29 

Kedudukan BP4 sekarang terpisah dari Pengadilan Agama. Namun 

pada tahun 1955 antara BP4 dan pengadilan agama saling berkaitan 

terutama mengenai kewenangan mengeluarhkan akta cerai ada di BP4 

sehingga BP4 dapat mengetahui jumlah perceraian yang terjadi diwilayah 

BP4 tersebut. Saat ini antara BP4 dan pengadilan agama sudah terpisah dan 

 
28 Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV tahun 2009 tentang AD/ART Pasal 6 

29 Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, hlm.46. 
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tidak ada koordinasi. Penerbitan akta cerai merupakan wewenang 

pengadilan agama. 

G. Metode Penelitian   

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam 

mengumpulkan informasi demi memahami subjek yang akan diteliti. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan pendekatan jenis metode deskriptif analitis.30  

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian 

lapangan (field research). Peneliti secara langsung mencari data pada BP4 

Kecamatan Gamping dan mewawancarai mediator yang berada di 

Kecamatan Gamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses 

pelaksanaan penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh Badan 

Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di 

Kecamatan Gamping Sleman dalam upaya penyelesaian sengketa 

perkawinan. Field Research adalah suatu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.31 

2. Sifat Penelitian  

Sifat dari penelitian ini deskriptif analitis. Tujuan utama dari 

penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat 

 
30 Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm.6. 

31 Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Tarsoto:Bandung, 1995 ), hlm.58. 
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tentang materi dan fenomena yang sedang diselidiki.32 Dalam hal ini, yang 

menjadi subjek adalah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta untuk 

mengetahui proses penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh 

BP4. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan 

yuridis empiris dan normatif, yaitu penelitian yang langsung dilakukan di 

lapangan untuk mengetahui problematika yang sebenarnya terjadi., 

kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk 

mengetahui problematika yang sebenarnya terjadi, kemudian dihubungkan 

sesuai dengan teori maslahah mursalah, hukum Islam, nash dan dalil-dalil 

yang menjelaskannya 33 

4. Sumber Data       

a. Data Primer  

Data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk 

pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi, khususnya untuk 

penelitian. Menurut Sugiyono, data primer juga merupakan sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk 

 
32 Dr.H. Abdullah K., M.Pd., Berbagai Metode Penelitian dalam Penelitian Pendidikan 

dan Manajemen, (Cet I, Samata-Gowa: CV, Gunadarma Ilmu, 2018) hlm. 9. 

33 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 
75. 
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memperoleh data primer, peneliti harus mencari data untuk membuktikan 

fakta di lapangan.34 Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah 

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di 

Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. Selain itu, yang menjadi data 

primer dari penelitian adalah hasil dari wawancara.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau 

dengan dokumen. 35 Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini 

berupa karya tulis pendukung seperti skripsi, jurnal, buku-buku 

akademik, serta artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

5. Teknik Pengumpulan data  

a. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang 

paling biasa digunakan dalam penelitian social. Kaedah ini digunakan 

ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap 

muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. 

Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun 

 
34  Regina Singestecia, Eko Handoyo, Noorocmat Isdaryanto,” Partisipasi Politik 

Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal”, Unnes 
Political Science Journal, Vol.2 , No.1, Januari (2018), hlm.66. 

35 Ibid, hlm.66. 
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subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat 

mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.36 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen 

bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.37 

6. Analisis Data 

Hasil dari pengumpulan data dari hasil penelitian baik yang 

bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi tersebut, maka 

langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisis data-data secara 

kualitatif serta dikembangkan dengan pola berfikir:   

a. Induktif, yaitu suatu mode menganalisis data yang bersifat khusus berupa 

data pada BP4 Kecamatan Gamping dan mewawancarai petugas BP4 

yang berada di BP4 Kecamatan Gamping kemudian diambil kesimpulan 

yang bersifat umum dan dikorelasikan dengan peraturan perundang-

undangan dan teori-teori hukum. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui upaya penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan 

oleh petugas Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

 
36 Newman, W. Lawrence, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif (edisi7, Jakarta: PT. Indeks, 2013) hlm.71 

37 Hardani, dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 
2020).hlm.149-150 
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(BP4) di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta dalam upaya 

penyelesaian sengketa perkawinan. 

b. Deduktif, yaitu metode analisis data yang bersifat umum kemudian 

ditarik kesimpulan yang khusus. Dalam hal ini yaitu berupa dalil-dalil, 

teori dan nash yang menguatkan analisis mengenai upaya penyelesaian 

sengketa perkawinan yang dilakukan oleh mediator Badan Penasihat 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Gamping 

Sleman Yogyakarta dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan. 

H. Sistematika Pembahasan   

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka di bawah 

ini akan dituliskan sistematika pembahasan sebagai berikut:  

BAB I berupa pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar 

belakang masalah yang terjadi di lokasi penelitian, rumusan masalah yang 

terjadi dilapangan, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang ,menjelaskan 

bahwa upaya penyelesaian sengketa perkawinan oleh BP4 di Kecamatan 

Gamping Sleman Yogyakarta penting tidaknya atau bisa tidaknya penelitian ini 

dilaksanakan. Telaah pustaka untuk menelusuri dan membedakan penelitian ini 

dengan penelitian yang pernah dilakukan tentang upaya penyelesaian sengketa 

perkawinan di BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. Kerangka 

teoritik merupakan ilustrasi atau gambaran dari teori yang akan penulis lakukan 

dalam penelitian. Metode penelitian merupakan langkah peneliti dalam 

mengumpulkan data serta melakukan analisis kepada data tersebut. Kemudian 
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yang terakhir sistematika pembahasan., yaitu penjabaran deksriptif tentang hal-

hal yang akan dituis dalam penelitian di setiap babnya. 

BAB II memuat tentang tinjauan umum yang akan membahas tentang 

BP4 yang akan meliputi pengertian BP4, sejarah berdirinya BP4 dan dasar 

hukumnya, asas dan tujuan BP4, visi dan misi BP4, fungsi BP4, upaya dan 

usaha BP4, pokok-pokok program kerja BP4, dan upaya penyelesaian sengketa 

perkawinan. 

BAB III, menggambarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh 

peneliti, yakni data penelitian tentang upaya penyelesaian sengketa perkawinan 

oleh BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. Pembahasan terdiri dari 

gambaran umum BP4 Kecamatan Gamping dan perannya dalam upaya 

penyelesaian sengketa yang didalamnya terdapat profil BP4 di Kecamatan 

Gamping Sleman Yogyakarta yang mencakup sejarah singkat, struktur 

organisasi, visi-misi, fasilitas pendukung BP4, tugas pokok dan fungsi BP4, 

serta data tentang peran BP4 dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan 

oleh BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. 

BAB IV, bab menganalisis data merupakan bab yang digunakan oleh 

penulis dalam menganalisis data. Hasil dalam penelitian yang dipaparkan pada 

bab tiga sebelumnya, kemudian dianalisis menggunakan landasan atau dasar 

teori yang terdapat pada bab dua. Pada bab ini memaparkan tentang analisis 

yuridis empiris dan normatif terhadap peran BP4 dalam upaya penyelesaian 

sengketa perkawinan oleh BP4 di Kecamatan Gamping Sleman Yogyakarta. 
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BAB V merupakan penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran-

saran, kesimpulan di dalam bab ini merupakan kristalisasi dari hasil analisis 

permasalahan yang penulis paparkan dalam bab analisis. Berdasarkan 

kesimpulan, maka terhadap beberapa hal yang dipandang perlu untuk 

direkomndasikan, akan dirumuskan dalam bentuk saran-saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan dari awal pembahasan 

sampai akhir dapat ditemukan hasil penelitian terkait penelitian ini melalui 

poin-poin sebagai berikut: 

1. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di 

Kecamatan Gamping pada dasarnya adalah sebuah lembaga penasehatan 

atau bisa juga disebut pembimbing keluarga yang memiliki masalah dengan 

menyelesaikan masalah penyelesaian sengketa pasangan suami istri dengan 

memberikan bimbingan dan memberikan solusi terbaik kepada kedua belah 

pihak. Upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam menyelesaikan sengketa 

suami istri tidak lain adalah untuk meningkatkan mutu perkawinan dan 

mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BP4 di Kecamatan 

Gamping telah menjalankan prosedur sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya dengan mengusahakan memberikan solusi yang terbaik dalam 

memberikan penyuluhan pada pelaksanaan penyelesaian sengketa rumah 

tangga.agar dapat segera diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan. 

2. Sebagaimana Islam menciptakan kemaslahatan dengan tujuan-tujuan syara’, 

maka BP4 Kecamatan Gamping yang memegang erat ajaran Agama Islam 

menjadikan jalan musyawarah dan menggunakan metode tahkim dengan 

cara mendatangkan pihak ketiga (hakam) yang dapat dipercaya untuk 
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mendamaikan kedua belah pihak dalam menyelesaikan berbagai macam 

persoalan. Pasangan suami istri yang akan melakukan penyelesaian sengketa 

rumah tangga di BP4 Kecamatan Gamping selalu melakukan musyawarah 

dengan kedua belah pihak keluarga masing-masing untuk menemukan solusi 

berdasarkan pertimbangan kemaslahatan diantara dua pihak. 

B. Saran-saran 

1. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang menaungi 

Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), 

diharapkan adanya penambahan kegiatan sosialisasi terkait upaya 

menyelesaikan perselisihan suami istri agar masyarakat sekitar lebih 

mengetahui dan sadar mengenai kegiatan yang dilakukan BP4, seperti 

bimbingan perkawinan maupun penyelesaian sengketa. 

2. Kepada pasangan suami istri yang sedang berselisih hingga dapat 

menyebabkan terjadinya perceraian, hendaknya mengikuti kegiatan yang 

telah dilakukan oleh BP4 terkait dengan penyelesaian masalah rumah tangga 

dalam upaya penyelesaian sengketa perkawinan. Hal ini dikarenakan agar 

pasangan suami istri yang berselisih dapat meminimalisir permasalahan 

yang terjadi dalam rumah tangganya. 
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